BAB |11
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR
PEM OTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 23

3.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlagpgstus menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkanjahteraan rakyat baik
materiil maupun sprituil. Untuk dapat merealisasikauan tersebut perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Balaim negara pastilah
terdapat pemerintahan yang berperan mengatur sekapentingan masyarakat
dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukapa yang jumlahnya
sangat besar untuk memperlancar jalannya pemesmtaérsebut. Biaya itu
berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, selaj satunya bersumber
dari pajak.

Pengertian pajak menurut Soemitro ( Mardiasmo, 120} adalah “luran
rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-urideamy dapat dipaksakan )
dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontrapregtagang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluanarum”, sedangkan menurut
Adriani ( Brotodiharjo, 1993:3 ) yang dimaksud dengpajak adalah “luran
kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang nerutdeh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengaak tidendapat prestasi
kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanyaladd untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengaas tuggara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”. Dari pengertiasebert dapat disimpulkan
bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pa@&lah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serttupamnaya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan yal&ontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusafporapemerintah

daerah.

10
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluararepetah.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan badgeyaitu
mengatur.

Dari ciri-ciri yang terlihat dari berbagai pengartipajak, terlihat adanya 2

(dua) fungsi pajak, ( Nurmantu, 2003 ) yaitu:

1. Fungsi (Budgetair )
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperkemukbagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahk Pagapunyai
fungsi budgetary artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaraik lbutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan npgararintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya umtsiknégara.
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasiupun
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempumngzeraturan
berbagai jenis pajak.
Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagainpraaan dalam
negeri.

2. Fungsi mengaturRegulerend)
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sabatat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintamdaidang sosial
dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentuludr bidang
keuangan. Sebagai fungsgulatory, yaitu megatur perekonomian guna
menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, maaigaddistribusi
pendapatan serta stabilitas ekonomi.
Contoh: yaitu dikenakannya pajak yang tinggi tedpachinuman keras,
sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Kemipula

terhadap barang mewah.
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3.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah tposaupun pemerintah
daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemupgjakr{ Mardiasmo,2003 )
yaitu:

(a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orangyot@rtempat
tinggal di Indonesia.

(b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yangrbpat tinggal di

Indonesia di tentukan menurut keadaan.

(c) Asas sumber penghasilan
Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengdak
memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-d®erpedoman
kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungajak yang
dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teajakp yang
dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :
1) Asas sumber penghasilan
Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengagalse
kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan hattetuk
kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halapgah perusahaan
asuransi, maka rakyat harus membayar premi yangpaqrajak.
2) Teori kepentingan
Teori ini memperhatikan memungut pembagian bebarulymuk
seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena tearimembenarkan
adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dayatadapat pula
digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pdid&sarkan
atas kepentingan masing-masing orang dalam tugaserpgah
termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang btrsdrarta

bendanya.
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3) Teori bukti
Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiringet tanpa
adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjaimeajadi
negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugasias sebagai
tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentak iatau pajak.
Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan padga gpikul
individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajd&k harus
sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajakshaesuai
pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara langhasilan,
kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.
Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakamAgtaith ( dalam
Waluyo,2005 ) didasarkan pada asas berikut :
(a) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan meratay y@jak
dikenakan kepada orang atau pribadi yang harusndefta dengan
kemampuan membayar pajak atability to pay dan sesuai dengan
manfaat yang diterima.
(b) Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-vgen&ieh
karena itu, wajib pajak harus mengetahui secass jgan pasti besarnya
pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batktuywambayaran.
(c) Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajakageya
sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkart \pajak.
(d) Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biay&mgran
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semimmmungkin,

demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.
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3.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan htmbaatau
perlawanan maka harus memenuhi beberapa syaraljpomp dan Husein, 2005 ),
yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan ).

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- gitdgarat yuridis ).
3. Tidak menganggu perekonomian ( syarat ekonamis )

4. Pemungutan pajak harus efisien ( syarat finhhcia

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanyanbab kausalitas
dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatdda@mva pajak yang dipungut
secara langsung ataupun tidak langsung akan kedigahakan oleh masyarakat
dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan ( Tjahjaten Husein, 2005 ).
Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaramgetan pajak adalah :

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang hdiesyar oleh
masyarakat ( tertanggung ) kepada negara ( penaggdgielemahan teori
ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya pelaggantian dari negara
kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pggalg dibayar dan jasa
yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan ( manfzdi )masing-masing
orang. Teori ini dikenal sebagaenefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai mlayh masing-
masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupgpasilan dan kekayaan
atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebAglity to Pay

Approach Theory.
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d. Teori Bakti

Pajak ( kewajiban asli ) merupakan bukti tandititsesesorang kepada
negaranya.
e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyatakein pada
individu atau negara. Keadilan dipandang sebagsk efri pemungutan
pajak.

3.4 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan purgutneenetapkan
besarnya penetapan pajak ( Resmi.2005:10 ).
a. Official Assesment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewanang

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri junpajak yang
terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentudangrundang
perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inikidn kegiatan
menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditaragamatur
perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidakpgaksanaan
pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatipajgkan
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi weweWaijip

Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yangtdaeg setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undangjgeap yang
berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatarenghitung serta
memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak.ibWRajak
dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahanatyvan
perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai ukajujyang
tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya merabagjak. Dengan

demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pentangyajak
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banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri ( peralmanminan ada
pada Wajib Pajak ).

c. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewekepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaroynlah pajak
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan katenhdang-undang
perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketigdisa dilakukan
dengan undang-undang perpajakan, keputusan predaieperaturan
lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menkatordan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakag tersedia.
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksar@@mungutan

pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yangjditu

3.5 Pajak Penghasilan

PPh (Pajak Penghasilan) ialah pajak penghasildradep subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atserotighnya dalam satu
tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai paja&big menerima atau
memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak datpat pula dikenai
pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajabi@pkewajiban pajak
subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun kaja

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalagen dan subjek
pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dal@geri menjadi wajib
pajak apabila telah menerima atau memperoleh psilghayang besarnya
melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajalam negeri menjadi
wajib pajak sejak didirikan atau bertempat berkedtad di Indonesia. Subjek
pajak luar negeri baik orang pribadi maupun bads@lgyus menjadi wajib
pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghaging bersumber

dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di indi@ne
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Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas :
1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 22
4. PPh Final

3.6 Pgjak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Pelaghgang dipotong
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WRaiak dalam negeri dan
Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, pehgarajasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipd®ajak Penghasilan Pasal 21,
yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerattah Subjek Pajak Dalam
Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tatap perwakilan perusahaan

luar negeri lainnya
3.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Indosasiaini didasarkan
pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga Hgratihi oleh masyarakat
dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang ppgkghasilan penghasilan
pasal 23 antara lain :

1. Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 25e8dpr 2008
Tentang Perubahan Keempat Undang — Undang NomaoahonT 1983
tentang Pajak Penghasilan

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor
141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimiamaksud dalam
pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang-Undang biomTahun 1983
tentang pajak penghasilan sebagaimana telah bebkatiluubah dengan
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakambphan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008

3. SE 53/PJ/2009 tentang Penjelasan PPh 23
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3.8 Pemotong dan Penerima Penghasilan Yang di Potong PPh 23
Adapun pemotong PPh pasal 23 yaitu :

Badan Pemerintah

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
Penyelenggaraan kegiatan
Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

© g M D PE

Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negerméut yang ditunjuk
oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai PemotBak
Penghasilan Pasal 23, yaitu :

a. Akuntan, arsitek , dokter, notaris, pejabat pembaiga tanah
(PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersatbaiah camat,
pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjdmsbatau

b. Orang pribadi yang menjalan usaha yang menyeleagar
pembukuan atas pembayaran berupa sewa

Sedangkan untuk penerima pajak penghasilan pasghiiB Wajib Pajak

dalam negeri dan Badan Usaha Tetap

3.9 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat objdkngajantara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekeafaanjasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, harmayi komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam Hetdinnya, kecuali di
tentukan dalam undang undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatarpeaghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengdiduda termasuk:

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan
persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggamiimsaatau

penyertaan modal
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b. keuntungan yang diperoleh perseroan , persekutaamn badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegamagnsasekutu ,
atau anggota

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan , pedahur
pemekaran , pemecahan, atau pengambilalihan usaha

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibattuda atau
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedlam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan betdan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kegiiasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangampagang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemiliksau |,
penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan

5.Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telalvalitan

6.Bunga termasuk premium, diskonto , dan imbalan la@nrena jaminan
pengmbalian utang

7.Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasianddividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, damg@@misisa hasil usaha
koperasi

8.Royalti

9.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pexsygbarta

10.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11.Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sangpajad jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerinta

12.Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14.Premi asuransi

15.luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan daggota yang terdiri
dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pakerpebas

16. Tambahan kekayaan netto yang berasala dari petayhasing belum
dikenakan pajak

Penghasilan tersebut dapat dikelompokan menjadi :
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1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerjgpdk@rjaan bebas,
seperti gaji , honorarium, penghasilan dari praldidkter, notaris ,
aktuaris, akuntan , pengacara dan sebagainya

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, tisspera, bunga,
dividen , royalti, keuntungan dari penjualan ha@ag tidak digunakan
dan sebagainya

4. Penghasilan lain lain yaitu penghasilan yang tidapat diklasifikasikan
ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghadiktas, seperti:

a. Keuntungan karena pembebasan utang
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
c. Selisih lebih karena penilian kembali aktiva
d. Hadiah undian
Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilamkbesaha tetap
menurut Pasal 5 Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2§)8k Pajak Bentuk
Usaha Tetap adalah :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebuddri harta yang
dimiliki atau dikuasai oleh BUT

2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegjgajyalan barang, dan
pembiaran jasa di Indonesia yang sejenis dengag ggalankan atau
yang dilakukan oleh BUT di Indonesia

3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 dy@mima atau
diperoleh oleh kantor pusat , sepanjang terdagairigan efektif antara
BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikanhaesiign tersebut

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objp&jak adalah

penghasilan yang berasalah dari Indonesia maupam lhdonesia. Sedangkan
bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objekakéhanya penghasilan yang
berasal dari Indonesia saja.

Tidak termasuk Objek Pajak adalah:
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1. a. Bantuan sumbangan , termasuk zakat yangnaiteoleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disabkatn pemerintah dan
para penerima zakat yang berhak

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluargdasgh dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atianlpendidikan atau
badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk kopenag ditetapkan oleh
menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungaradersaha, pekerjaan ,
kepemilikan atau pengusaha antara pihak pihak pargangkutan
Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dlalan sebagi pengganti
saham atau penyertaan modal

4. Penggantian atau imbalan sumbanga dengan pekegtau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dam keaikmatan dari wajib
pajak atau pemerintah

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada préoagli sehubungan
dengan asuransi kesehatan , kecelakaan, asumasaguransi dwiguna dan
asuransi beasiswa

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau rdipé perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMIENn BUMD dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikam Etempat
kedudukan di indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan
b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yangnemima
dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yaingetor dan

harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan satersebut

luran yang diterima atau diperoleh dana pengiung telah disahkan
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh ¢emsiun sebagaimana
dimaksud pada angka 7, dalam bidang tertentu yaetgapkan oleh MK
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9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh angdataperseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham saham peusek perkumpulan,
firma dan kongsi

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperolelugahaan reksadana selama 5
tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pejirtbesaha

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pba#sga modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang dididi&a menjalankannya
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syaranbpdsangan usaha
tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah ataurgangalankan kegiatan
dalam sektor sektor usaha yang ditetapkan denganusan MK
b. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efekddirlesia

Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Ndh@otahun 2000,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJi/2fdh Peraturan Menteri
Keuangan No0.244/PMK.03/2008.Tarif yang dikenakalainbDasar Pengenaan
Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Alda jenis tarif yang
dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tenggrdari objeknya. Berikut
ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23:

a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orangguti dikenakan final,
bunga dan royalti;
b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipd®&hgpasal 21;

b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan pentiradain yang berkaitan

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dab&tgunan.

c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasantkkjasa manajemen, jasa

konstruksi dan jasa konsultan.
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4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasaga adalah yang diuraikan
dalam _Peraturan Menteri Keuangan No. 141PMK.03/2@b efektif mulai
berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ohlah daftar jasa lainnya

tersebut;

Penilai @ppraisal);

Aktuaris;

Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
Hukum;

Arsitektur;

Perencanaan kota dan arsitekandscape;

Perancangdesign);
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Pengeboran dfilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi

(migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha@ éBUT);

9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambariggak dan gas
bumi (migas);

10.Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha gmmi dan
penambangan minyak dan gas bumi (migas);

11.Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

12.Penebangan hutan;

13.Pengolahan limbah;

14.Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga adthdurcing services);

15. Perantara dan/atau keagenan;

16.Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuayi ydakukan Bursa
Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalirikg Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI);

17.Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dikan oleh KSEI;

18. Pengisian suaralgbbing) dan/atau sulih suara;

19. Mixing film;

20.Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, fdiale, klise, banner,

pamphlet, baliho darfolder;
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21.Jasa sehubungan dengsoftware atau hardware atau sistem komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

22.Pembuatan dan/atau pengelolashsite;

23.Internet termasuk sambungannya;

24.Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran ddétemasi, dan/atau
program;

25.Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrikeptad, air, gas, AC
dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh W#dgak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai idan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;

26.Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peraléitank, telepon, air,
gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukah &ajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyga dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

27.Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi dara

28. Maklon;

29.Penyelidikan dan keamanan,;

30.Penyelenggara kegiatan atvent organizer;

31.Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media nrassha luar ruang
atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/gsa periklanan;

32.Pembasmian hama;

33.Kebersihan atadeaning service;

34. Sedotseptic tank;

35.Pemeliharaan kolam;

36.Katering atau tata boga;

37.Freight forwarding;

38. Logistik;

39.Pengepakan;

40. Loading danunloading;

41.Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dikakuoleh lembaga

atau institusi pendidikan dalam rangka penelitisedamis;
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42.Pengelolaan parkir;

43.Penyondiran tanah;

44.Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

45. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;

46.Pemeliharaan tanaman;

47.Permanenan;

48.Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikaoeternakan dan/atau
perhutanan;

49. Dekorasi;

50. Pencetakan/penerbitan;

51.Penerjemahan,;

52.Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatand#asal 15 Undang-
Undang Pajak Penghasilan;

53.Pelayanan pelabuhan;

54.Pengangkutan melalui jalur pipa;

55.Pengelolaan penitipan anak;

56. Pelatihan dan/atau kursus;

57.Pengiriman dan pengisian uang ke ATM,;

58. Sertifikasi;

59. Qurvey;

60. Tester;

61.Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang permabaya dibebankan pada
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)AR&D (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah).

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotd% lebih tinggi dari
tarif PPh Pasal 23
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3.10 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23

« Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhin ldillzkukannnya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya psihghgang
bersangkutan.

+ Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan ol@lotoag pajak
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berisetelah bulan saat
terutangnya pajak ke bank persepsi atau KantotriRlomesia.

+ Pemotong PPh Pasal 23 di wajibkan menyampaikart Baraberitahuan
Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajakhir.

+ Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tandgbuokbtong
kepada orang pribadi atau badan yang dibebani P&aghasilan yang
dipotong.

+ Pelaksanaan pemotong, penyetoran, dan pelaporaR@Rh23 dilakukan
secara desentralisasi artinya dilakukan di temgsgdinya pembayaran
atau terutangnya penghasilan yang merupakan OBjelPRsal 23, hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah, pengawasan teripadasaan

pemotongan PPH Pasal 23 tersebut.

3.11 Tinjauan Teori dan Praktek

3.11.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perusahaan PT Waskita Karya sebagai wajib pajak
bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan darofoeigan pajak-
pajak meliputi pajak penghasilan: PPh pasal 21 Rigmpasal 23

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh [dhsesor
paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutngtelah Masa Pajak
berakhir. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalaontoh sebagai
berikut :

PT.Waskita Karya membayar atas tagihan dari PTedaitArkato

untuk pembayaran pekerjaan jasa sewa alat bularstdg2015



27

sebesar Rp.4.620.000 (Penghasilan Bruto). Adapuaghi&ngan

pemotongan terhadap pembayaran PT.Waskita Karyahada

Karena PT.Uniteda Arkato memiliki NPWP yaitu 01-573D-2-
007-000 maka tarif yang dikenakan adalah sebesap@¥tbayaran ini
termasuk jenis penghasilan sewa dan penghasilarséhiubungan dengan
harta dan tidak termasuk dari sewa tanah dan bangesasuai dengan
dasar hukumnya

2% x Rp 4.620.000 = Rp 92.400

Maka yang dibayarkan ke PT.United Arkato adalah

Rp 4.620.000 — Rp 92.400 = Rp 4.527.600
Sedangkan yang Rp 92.400 dibayarkan PT.WaskitaaklegyKas negara

3.11.2 Prosedur Operasional Pemotongan , Penyetoran dan
Pelaporan PPh Pasal 23
Prosedur adalah urutan cara kerja yang melibatkangodalam
suatu departemen untuk menjalankan berbagai kegigerusahaan.
Kegiatan perusahaan yang dimaksud disini adalah iateeg
penghitungan,penyetoran dan pelaporan PPh 23 pbBdfdaBkita Karya.
Untuk itu perlu diketahui penjelasan dari pemotanpanyetoran dan

pelaporan PPh 23.
A. Penghitungan dan Pemotongan PPh 23

Perhitungan PPh 23 sebenarnya sederhana saja,lgbillh mudah
dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21. Beberajdahisgang perlu

dipahami yaitu :

BUT (Badan Usaha Tetdpdpresentative Office) =
Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di
Indonesia.

Jumlah Bruto/Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total

nilai transaksi persewaan = Penghasilan yang diteatas
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persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan
cost/expense yang timbul guna memperoleh penghasilan
tersebut.

Jumlah Neto/Penghasilan Neto/Nilai Neto = Total Nilai
transaksi persewaan [dikurangi] perkira@ost/expense
yang timbul guna memperoleh penghasilan persewaan
tersebut.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)/Nilai Neto/Penghasilan Net
= Penghasilan setelah dikurangi perkiraapense/cost.
Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas
obyek PPh Pasal 23

Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh

Pasal 23

B. Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajatang ke kas
Negara melalui kantor pos maupun melalui bank Badaaha Milik
Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempabpgaran lain yang
ditunjuk oleh Menteri Keuagan sebagai penerima @gmatan atau setoran
pajak. Setelah dilakukan peghitungan dan diketdiesarnya pajak
terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak WRSkita Karya
selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajaketauit ke Bank

Persepsi.

Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran PajakyeRean ini
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambasfiayabtanggal 10
bulan berikutnya. Contoh untuk massa November EHHIbyang dipotong
harus distorkan ke kas negara paling lambat 10 rDlese 2015.
Penyetoran kepada Bank Persepsi maka PT.WaskitayaKaikan
mendapatkan surat tanda bukti pembayaran. Setel®TiWaskita Karya
bagian Keuangan Tax and Acounting membuat daftkti potong pajak

yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan P&jalam hal jatuh tempo
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penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hartdibnasuk hari sabtu
atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukeada hari kerja

berikutnya.
C. Pelaporan PPh Pasal 23

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pegpgja&urat
Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai saaina bagi Wajib
Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawap&aghitungan
jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain unatSPemberitahuan
berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelanBagak baik yang
dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekare pemotongan
dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotemgmgut,
melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran pgamotong atau
pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yelah

dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda Ipektiotongan
PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan ygogong setiap
melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penepemghasilan,
bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah buktinzedan PPh terutang
dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkiatam SPT

Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPhalP23 wajib
melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalasamajak tersebut.
Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPTaN&h Pasal 23 ke
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemoteRy Pasal 23

terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 h&asghikan
paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pagtakhir. Contoh,
untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 204bMasa PPh Pasal
23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Ndeer2015.
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Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepdgagan hari libur
termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, petap dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libasianal termasuk hari
yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan binyang ditetapkan
oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasiongl gisetapkan oleh

Pemerintah.
3.12 Analisis Perpajakan pada PT.Waskita Karya Proyek Tol Pgagan

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangaKL)YP Penulis
melakukan beberapa pengamatan di bagian perpajBkanlis juga memberikan

saran atas analisis yang dilakukan.
1. PPh Pasal 23

Setiap bulannya banyak pemotongan pajak yang haditakukan oleh
PT.Waskita Karya sedangkan penyetoran dan pelapmempunyai batas
waktu namun terkadang pihak rekanan tidak tepattwalalam membuat
bukti pembayaran kepada PT.Waskita Karya sehinggayqtoran dan

pelaporan pajak tidak bisa dilakukan secara cepat.

Penulis menyarankan untuk perusahaan menghubiirak pekanan yang
tidak tepat waktu dalam mebuat bukti pembayaranagtuk dibuatkan
segera agar penyetoran dan pelaporan pajak baeukidn dengan cepat dan

tidak dikenakan sanksi karena keterlambatan
2. PPh Pasal 21

Penulis mengamati dari data PPh 21 yang diperséddima kuliah kerja
praktik bahwa masih banyak mandor yang bekerjaldiaskita Karya tidak
mempunyai NPWP. Hal ini sangat disayangkan mengioglawa PT.Waskita
Karya adalah salah satu perusahaan BUMN yang liEsamaju. Dengan
tidak mempunya NPWP otomatis mandor yang bekedgktpernah mengisi
SPT nya sendiri
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Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk diadakmbuatan
NPWP agar para mandor tidak dikenakan sanksi pdgakperusahaan juga
mengadakan penyuluhan pembuatan SPT pada kantdr teajlekat agar para

mandor bisa mengisi SPT nya sendiri



